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LAPORAN 



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2024 
 
 

A.  KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI  
 

Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai 

salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang 

menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting 

sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk 

memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan 

melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya 

ringan/proporsional, dan cara sederhana.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 

mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. 

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  

Undang - undang No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO / 2011 tentang 

Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana 

direvisi dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 / HUMPRO / 2017 tentang 

Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 
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Selanjutnya untuk pelaksanaan di Badan Penghubung dikeluarkan Keputusan 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100/BANHUB/2023 tentang 

Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan 

Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.  

B.  SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :  

 

1.  Pelayanan Informasi Publik  

Pelayanan informasi publik saat ini telah disediakan meja layanan yang 

ditempatkan di depan ruang Lobby pada Badan Penghubung serta disediakan juga 

ruang tunggu bagi para pemohon informasi. Ruangan layanan informasi publik 

dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :  

- 1 Meja Layanan Informasi dan 1 Kursi Petugas;  

- 1 Set Kursi Tamu;  

- 1 Unit Personal Computer Yang Terkoneksi Dengan Internet;  

- 1 Unit Monitor / TV  

2.  Penyediaan Akses Informasi Publik  

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik 

yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemohon informasi 

dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :  

a)  Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Kerja 

Sub Bidang Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalbar di Jalan Salak 

No. 32 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12980.  

b)  Dapat melalui telepon/fax (021) 8354284/8319082, untuk identitas diri 

dapat dikirim melalui faksimile. 

3.  Sumber  Daya Manusia  

Pelayanan informasi publik di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat 

melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Badan Penghubung 

Provinsi Kalimantan Barat selaku PPID Pembantu yang dijabat oleh Kasubbag 

Tata Usaha di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.  

 

 

 

 2 

 



C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan 

informasi setiap hari kerja pada pukul 07.30 – 16.00 WIB (Senin s.d Jumat).  Permohonan 

informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Badan 

Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.  

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat pada tahun 2024 :  

1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung  sebanyak 379 

permohonan.  

2. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 379 permohonan.  

3. Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 0 permohonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL I REKAPITULASI 

PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PEMBANTU 

 BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR PERIODE TAHUN 2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Bulan Permohonan 
informasi publik 

Dipenuhi  Di tolak Alasan penolakan 

1. Januari 36 36 - - 

      

2. Februari 22 22 - - 

3. Maret 30 30 - - 

4. April 28 28 - - 

5. Mei 30 30 - - 

6. Juni 32 32 - - 

7. Juli 29 29 - - 

8. Agustus 37 37 - - 

9. September 27 27 - - 

10. Oktober 39 39 - - 

11. Nopember 27 27 - - 

12 Desember 42 42 - - 

Jumlah 379 379  - 









 

LAMPIRAN 1  

 

DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMBANTU BADAN PENGHUBUNG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
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Visi Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan 

 

 

Waktu Pelayanan 
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Biaya dan Tarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuktur Organisasi 
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Tata Cara 
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